BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

RUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MELAWI NOMOR 32 TAHUN 2016
P TENTANG STANDAR BIAYA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

BELANJA DAERAH KABUPATEN MELAWI

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti dan mengakomodir

beberapa usulan penyesuaian dari beberapa Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten
Melawi atas Peraturan Bupati Melawi Nomor 32 Tahun
2016 tentang Standar Biaya Atas Beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun
Anggaran 2017,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a tersebut , maka perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Melawi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau
di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomosr 4344)

’

5. Undang-Und:mgm
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10.

11.

12.

13.

14,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbend?haraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5533);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun
2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
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15. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42
Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

l6. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 11 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor

11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor
3811);

yemperhatikan 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997
' tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011

tentang Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 807);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MELAWI NOMOR
32 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
MELAWI TAHUN ANGGARAN 2017

. Pasal I
et
“Ian dalam Peraturan Bupati Melawi Nomor 32 tahun 2016 tentang

Stan :
ldar biaya atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Clawyj .
t Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan...
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o pada lampiran IV diubah sebagaj berikut:
et® AM RANGKA SEMI
. ¥ yoNOR DALAT RATC NAR/ RAKOR/ SOSIALISASI/ BIMTEK
pERINGATAN ARA/ PENANGANAN KASUS HUKUM / LOMBA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MELAW]
2 URAIAN SATUAN BESARNYA
_ INSEN
¥ omeraman __ Utama/ — Widyalswara/ =
12 Pel’lgajar/ Nara Sumber dari luar
Pemerintah Kabupaten Melawi Orang/Jam [Rp. 1.000.000
ceramah Utama/ Widyaiswara /
2/ ggggajar/ Nara Sumber dari dalam
pemerintah Kabupaten Melawi Orang/Jam | Rp. 500.000
{mr—/Pelaﬁh Orang/Jam [Rp. 150.000
- [Moderator/Notulen/Pendamping Orang/Jam |Rp. 500.000
~% | Honorium / Uang Saku Peserta Orang/Hari [Rp. 100.000
™% |Honorarium/  Uang Saku Petugas/ Orang/Hari [Rp. 100.000
Pelatih/ Penyanyi Aubade/ Pendamping/
Pasukan/ Komandan / Paskibra /
Perawat Paskibra / Perwira/ Anggota
Purna Paskibra/ Pembaca Teks/ Petugas
Protokoler/ Petugas Sound System/
Petugas Keamanan Kegiatan Peringatan
Upacara

|

7. | Honorarium Tim Kuasa Khusus | Orang/ Kasus/ [Rp. 20.000.000

Penyelesaian Kasus Hukum Pemerintah Bulan
Kabupaten Melawi dan atau Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Melawi

F———

8. Juri/ Wasit dalam Perlombaan Orang/ Lomba Rp. 200.000
9 Offoial Orang/Hari _[Rp. 100.000
\

0, T

Juri Lomba Desa Tingkat Kabupaten Orang/ p. 1.000.000
e Desa
11, :
gﬂmbaWa _Acara/ Rohaniawan,/ Pembaca [Orang / KegiatanRp. 250.000
P:r?/ Pemimpin Lagu/ Pembaca Naskah/
tframah/  Pembaca Ayat Suci/
| €tugas Diregen
12
* P :
| % Chata Busana/ Penata Rias Orang / KegiatanRp. 500.000
" Kel .
] Ompok Tari/Sanggar Kelompok/ [Rp. 3.500.000
l4, m_\ Kegiatan
Pendzumber Evaluasi Anggaran
g Patan dan Belanja Daerah Orang/Jam |Rp. 2.000.000

|

2. Ketentuan..
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kegiatan
menghasilkan

}{eteﬂtuan pada lampiran V diubah sebagai berijcyt, %
. N BIAYA JABATAN DALAM TIM KEp
SAT[Tjﬁp VAN ATAS DASAR SURAT TUGAS K‘éﬁ{i\fs\g PER KEGIATAN YANG
e ANGGAR Am PD SELAKU PENGGUNA
| —_—
URAIAN SATUAN PER
O | | KEGIATAN | KETERANGAN
L
PENGARAH OK _|Rp. 400.000 |H i
1. GJ AWAB : onorarium
ol PENANGGUN OK  |Rp. 350.000 | diberikan
7 [KETUA == OK | Rp. 300.000 | Kepada  ASN
i SEKRETA e OK Rp. 250.000 |dan  Pegawai
3 KOORDINA OK Rp.  250.000 | Tidak Tetap
- [ANGGOTA yang diberi
- PEGAWAI GOLONGAN III OK Rp. 200.000 | tugas
~ PEGAWAI GOLONGAN II OK |Rp. 160.000 | melaksanakan
_ PEGAWAI GOLONGAN I OK |Rp. 150.000 | kegiatan teknis
DAN PEGAWAI TIDAK administratif
TETAP yang
menunjang
tugas pokok
SKPD.
SATUAN BIAYA JABATAN DALAM TIM KEPANITIAAN PER KEGIATAN YANG
DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
|NO URAIAN SATUAN PER KETERANGAN
- KEGIATAN
%; PENGARAH OK Rp. 650.000 | Honorarium
- PENANGGUNG JAWAB OK Rp. 640.000 diberikan Kepada
3_[RETUA OK | Rp. 630.000 | Tim ASN dan
) SEKRETARIS OK Rp. 620.000 | Pegawai Tidak
T KOORDINATOR OK Rp. 610.000 | Tetap yang diberi
~ [ANGGOTA tugas untuk
~~+— = _PEGAWAI GOLONGAN III OK__|Rp. 600000 |melakukan
= PEGAWAI GOLONGAN II OK | Rp. 450.000 fgwg?‘n tt?frs{at
“ PEGAW OK Rp. 350.000 oorainatil antar
DAN PE%S\SX? %%iNKI ' rumpun SKFD
TETAP Sektoral, output

kebijakan atau
pelaksanaan yang
mengharuskan
untuk
mengikutsertakan
Sekretaris
Daerah.

SATUAN...
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JABATAN DALAM TIM K
TUAN BIAYA EPANITIAAN PER KE
A DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN. BupATr A0
] URAIAN SATUAN | PER KEGIATAN | KETERANGAN
7 9 4 5
~—TPENGARAH OK _ [Rp. 1.000.000 | Honorarium
; "PENANGGUNG JAWAB OK Rp.  900.000 diberikan Kepada
—TKETUA OK |Rp. 800.000 |Tim ASN dan
>SEKRETARIS OK [Rp. 700,000 | Fegawai Tidak
< TKOORDINATOR OK [Rp. 600.000 | P ang diber
L@TA melakukan
‘ MAI GOLONGAN III OK Rp.  §50.000 kegiatan bersifat
— [ PEGAWAI GOLONGAN II OK Rp. 400.000 koordinatif antar
— PEGAWAI GOLONGAN I DAN OK Rp. 300.000 | SKPD, output
PEGAWAI TIDAK TETAP kegiatan
menghasilkan
Kebijakan Umum,
| Kebijakan Teknis
1 atau pelaksaan
yang
‘: mengharuskan
i‘ untuk
? mengikutsertakan
Bupati dan Wakil
| Bupati.
1l

SATUAN BIAYA JABATAN DALAM TIM KEPANITIAAN KEGIATAN PENYUSUNAN
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH, KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAN KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN MELAWI
Ao
&10\ URAIAN SATUAN | PER KEGIATAN | KETERANGAN
™~ 2 3 4 5
\
i
~PENGARAT OB |Rp. 2.500.000 | KEGIATAN
ENANGGUNG TAWAR OB | Rp. 2.400.000 | YANG
NETUA OB | Rp. 2.350.000 | BERSANGKUTAN
5 SEKRETARTS OB | Rp. 2.250.000 | DIBUKTIKAN
~JANGGOT A DENGAN SURAT
e .
¢ I Xoor-COLONGAN T & IV OB | Rp. 2.000.000 gglggggiz
] ANGGQI&ATOR SEKRETARIAT OB Rp. 2.000.000 DIBERI
p SAN
t AW Al GOLONGAN T & TV OB [Rp. 1900000 | MAKSIMAL 4
| ~ PEGAWAI GOLONGAN II OB | Rp. 1.500.000 AN
| ~ PEGAWAI GOLONGAN OB |Rp. 1.300.000
Q DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP
o — ]
HONOR. .
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PENGELOLA LAYANAN PE
ONOR TIM NGADAAN SEC
H KABUPATEN Mip norr” SECARA ELEKTRONIK DI
] U
0 RAIAN SATUAN BESARNYA
5 INSENTIF
g 3 ]
P
|, |Ketud Orang/bulan | Rp.  750.000
L—1
2 Sekretaris Orang/bulan | Rp.  600.000
&E'gda Orang/bulan | Rp. 550.000

HONOR PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEGAWAI DAN PENGENGELOLAAN
KEARSIPAN KEPEGAWAIAN DI KABUPATEN MELAWI

URAIAN

NO SATUAN| PERKEGIATAN
1 2 3 4
. [PENANGGUNG JAWAB OB Rp. 500.000
2. [KOORDINATOR OB Rp. 450.000
3. | OPERATOR SIMPEG
-~ PNS OB Rp. 400.000

TENAGA KONTRAK OB Rp. 250.000
4 | PENGARSIPAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN

PNS OB Rp. 350.000

TENAGA KONTRAK OB Rp. 200.000

HONOR PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

I ——
T URAIAN SATUAN | PER KEGIATAN
I 2 3 4
E ADM B Rp. 400
2 Top INISTRATOR SIAK ) p. 400.000
g ERAPTOR SRk OB Rp. 375.000
~__PNS Rp. .
I: Opé TENAGA KONTRAK OB Rp. 300.000
'RAP{J(;R =12 FLEKTRONIC OB Rp. 375.000
p. .
~__TENAGA KONTRAK OB Rp. 300.000
HONOR...
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HONOR PFNAN(:(:UIJ\N(:AN BENCANA
/MMURAMN T ————
— {_SATUAN T PER KE( GIATAN |
- 3 g
L 7...;{5‘““' “Pasca Kejadian Bt-;;?nrf:;; Kebakaran
7 Petugas Penanggulangan
Benc .ann/Pemadam Kebakaran
. ""'"L' e a— S——
" a Kepala Badan/Kepala Dinas | Orang/Kali T Rp70000 ]
b Sekretaria | Orang/Kali_ FT Rp 65000
"¢ Kepala Bidang [Orang/Kali | Rp60.000 ]
" d. Kepala Scksi  Orang/Kali _Rp50000
~+="¢. Pasukan pcmadam/Tim Penanggulangan Orang/Kali |  Rp.35000 |
‘ Bencana/ Staf -
4+ Relawan Kebakaran/Penaggulangan | Orang/Kali aumwmhp;-‘fs,(’)od T
; Bencana/TAGANA (Taruna Bencana) /PSM
< (Pekerja Sosial Masyarakat)/ TKSK (Tenaga
~Kerja Sosial Kecamatan) - 7 -
" "Uang Makan Petugas Piket Penanggulangan | Orang/Piket |  Rp.32.000 |
Bmmna/ Pemadam Kebakaran -
N Uanp, piket Pe tugas Penang,gulcmgan Bencana/ | Orang/Piket Rp.25.000
! Pemadam Kebakaran o o ]
4 QUang Komandan Regu, Supir dan Mekanik Orang/ Rp.150.000
lPc‘nmddm Kebakaran Kejadian
5| M kan Minum Petugas dalam mngka Penggul(mg‘m Orang/ Rp.32.000
___| Kebakaran/Bencana/Petugas Lapangan/Razia. Kejadian
JLhcbakaran; bencana/ Fetugas Lapangan Z1 AL

i Ketentuan pada lampiran X diubah sebagai berikut:

SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

MELAWI

URAIAN

N
T

SATUAN

BIAYA

AT UNSUR PENGELOLA KEUANGAN SATUAN
@RM PERANGKAT DAERAH :

=-_Pengguna Anggaran

; a. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 1
{\M‘IMLd Rp 2,5 Milyar

O/B

Rp 850.000

i b Nilaj Pagu dana SKPD diatas Rp 2,5
Mllva 5 Milyar

O/B

Rp 900.000

C. Nilaj Pagu dana SKPD diatas Rp 5

Oo/B

Rp1.000.000

’\“Va\r[ Rp 10 Milyar
' 4-Nilai Pagy dana SKPD diatas Rp 10
?\\M‘MR;J 50 Milyar

O/B

Rp1.150.000

| & Nilgj Pagu dana SKPD diatas RpS0
\ Mlbar

O/B

Rp1.350.000

Q2
= Kllasa  Pen

A Nil gguna Anggaran
Jl ai Pdgu dana SKPD diatas Rp 500
-‘\b\iil_[d Rp 1 Milvar

O/B

Rp 735.000

s

“~ | aj Pagu dana SKPD diatas Rp1

'})%2 5 Milyar

Oo/B

Rp 775.000

=

C. Nilai. .,



e
t L

URAIAN

< Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 2,5

SATUAN

BIAYA

O/B

4 Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 5

Rp 815.000

O/B

Rp 900.000

/M,illéfsr/d Rp 10 Milyar
= Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 10

/’Mi‘lygﬁ/ d Rp 50 Milyar

0/B

Rp 1.050.000

f Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 50

| Milyar

O/B

Rp 1.200.000

3. Pejabat Penatausaha Keuangan /PPK

a. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 500
Juta s/d Rp 1 Milyar

O/B

575.000

b. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 1
Milyar s/d Rp 2,5 Milyar

0/B

610.000

c. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 2,5
Milyar s/d Rp S Milyar

0/B

645.000

d. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 5
Milyar s/d Rp 10 Milyar

O/B

715.000

e. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 10
Milyar s/d Rp 50 Milyar

O/B

820.000

f. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 50
Milyar

0/B

960.000

4. Staf Pejabat Penatausaha
Keuangan /PPK

a. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 500
Juta s/d Rp 1 milyar {maksimal 1

| (satu) Orang}

0/B

Rp

435.000

b. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 1
milyar s/d Rp 2,5 milyar {maksimal 2
| (dua) Orang)

O/B

Rp

460.000

¢. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 2,5
milyar s/d Rp 5 milyar {maksimal 2

—— (dua) Orang)

O/B

Rp

485.000

d. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 5
milyar s/d Rp 10 milyar {maksimal 3

——[tiga) Orang)

0/B

535.000

& Ni.lai Pagu dana SKPD diatas Rp 10
milyar s/d Rp 50 milyar {maksimal 3
tigg Orang}

O/B

Rp

610.000

L. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 50
Milyar milyar {maksimal 3 (tiga)

——Qrang) "~

O/B

Rp

710.000

‘ aBelb}Fiahara Pengeluaran :
+ Vllai Pagy dana SKPD sampai

O/B

Rp

400.000

80

K b dengan Rp 500 Juta

-Slilai Pagu dana SKPD diatas Rp 500

MMilyar

O/B

Rp

500.000

c. Nilai...
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//f R
IAN
/] Rkt SATUAN BEAYA
i —\*
1 ]
|~z pagudana SKPD diatasRp 1 |  g/5 oo
AT e 11:1/11111‘6l r 8/d Rp 2,5 Milyar 4 Rp 550000
—Nilai Pagu dana SKIPD diatas Rp 2,5 O/B Rp 600.000
yilyar o/dBp 5 SR @sRpS ]
[ Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 5 O/B |Rp 650.000
T s/d Rp 10 Milyar
Milyar -
L—Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 10 O/B Rp 700.000
" Milyar s/d Rp 50 Mllyar'
h. Nilai Pagu dana SKP]? diatas Rp 50 O/B Rp 800.000
/@m&Rp 100 Mllla.r
T Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 100 O/B Rp 900.000
| Milyar
f. Pembantu Bendahara Pengeluaran:
' a. Nilai Pagu dana SKPD sampai O/B Rp 300.000
dengan Rp 500 juta,
b. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 500 O/B Rp 400.000
Juta s/d Rp 1 milyar
c. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 1 O/B Rp 450.000
milyar s/d Rp 2,5 milyar
d. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 2,5 0O/B Rp 500.000
milyar s/d Rp 5 milyar
e. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 5 0/B Rp 550.000
milyar s/d Rp 10 milyar
f. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 10 O/B Rp 600.000
milyar s/d Rp 50 milyar
g Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 50 O/B Rp 700.000
____milyar s/d Rp 100 milyar
h. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 100 O/B Rp 800.000
—_milyar
" Bendahara Peneri :
~Dendahar maan:
8 Target Pendapatan Asli Daerah O/B Rp 500.000
SKPD sampai dengan Rp 250 Juta
b.Target Pendapatan  Asli Daerah 0/B Rp 550.000
ggPD di atas Rp 250 Juta s/d Rp
0 Juta
¢ Target Pendapatan Asli Daerah O/B Rp 600.000
rSnKIPD di atas Rp 500 Juta s/d Rp 1
lyar
& Tf;lirget Pendapatan  Asli Daerah 0/B Rp 650.000
) grdl atas Rp 1 milyar s/d Rp 2
e,
g?{rget Pendapatan ~ Asli Daerah O/B Rp 700.000
\milw 2 milyar s/d Rp 5
L
S?{l’};ggt Pendapatan  Asli Daerah O/B Rp 800.000
mil ardl atas Rp 5 milyar s/d Rp 10
& Tq
™ SKrr?Bt Pendapatan ~ Asli Daerah O/B Rp 900.000
di atas Rp 10 milyar

8.Pembantu...



v URAIAN
| SATUAN BIAYA
|
1 / xﬁ\\——_ﬂ_
;‘ ; pembantu Bendahara Penerimaan :
: Target Pendapatan Asli Daerah | 0/B TRy amnee—
& sKPD sampai dengan Rp 250 Juta Rp 400.000
//‘i}i et Pendapatan Asli Daerah
r <
b KPD di atas Rp 250 Juta s/d Rp /B Rp 450.000
00 e dapatan Asli Daerah
rget Pendapatan Asli Daera
FTZ%D di atas Rp 500 Juta s/d Rp 1 /B~ Rp 500.000
milyar :
4, Target Pendapatan Asli Daerah 0/B Rp  550.000
‘ SkPD di atas Rp 1 milyar s/d Rp 2
milyar
_”e'._"ﬂ;rgct Pendapatan Asli Daerah O/B Rp 600.000
SKPD di atas Rp 2 milyar s/d Rp 5
! milyar
T Target Pendapatan Asli Daerah 0/B Rp 700.000
| SKPD di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10
milyar
g Target Pendapatan Asli Daerah O/B Rp 800.000
SKPD di atas Rp 10 milyar ‘
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
| (PPTK) Belanja Langsung pada SKPD
a. Nilai Pagu dana Kegilatan sampai O/B ‘Rp 100.000
dengan Rp 50 juta
| b.Nilai Pagu dana Kegiatan Rp 50 Juta o/B Rp 200.000
{ s/d Rp 250 juta ‘
c.Nilai Pagu dana Kegiatan Rp 250 | 0O/B Rp 300.000 ;:i
. Jutas/d Rp 1 milyar i | i
| d.Nilai Pagu dana Kegiatan Rp 1| O/B Rp 400.000 _
— Milyar s/d Rp 5 milyar_ o |
e Nilai Pagu dana Kegiatan diatas Rpl 0o/B Rp 500.000
— milyar o _Y J
” Sluf'l( Pnl‘s [\t bml u1 - (T i — 4
a. Nilai Pagu dana l«.r L'mmn diatas Rp O/B RP 200.000 '
— 100 Juta s/d Rp 1 mulyar I ;
b. Nilaj Pagu dana hru watan Rp 1 ‘ 0/B iRp 300.000 i
'~\m:,,'11 Yar s/d Rp Rp 5 milyar i — | I ,
€ Nilai Pagu dana hrgmmn diatas Rp 5 o/B Rp  400.000
milyar ‘ g f
. S S SCS——
, 2 F"”"”m'a Barang SKPD - — R m, e ~«-~M«
;\ Nl Akumul; ast Aset Tetap '*H’[) o/B ;;Rp FHRERLIIR |
> N’:)‘”P“ dengan Rp 500 juta B S T—————————
~_diatas ,:‘k”;m” 181 Aset Tetap ;M’D B Re SoNd
] 3 P 200 Juta s/d Rp | milyar | P— S se—————,
\J\\C-\il::: Rm‘um‘:lam e TNP{P s r T 0/B %Rp 550.000
mp 1 _milyar s/d Rp 2,5 milyar I P N " I |
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milyar

T
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SATUAN BIAYA
WlaSi Aset Tetap di atas
d 1;1 2,5 milyar s/d Rp S milyar O/B Rp  600.000
Jai Akumulasl Aset Tetap di atas
¢ 1;1 = milyar s/d Rp 10 milyar /B Rp  650.000
rple lasi Aset Tetap SKPD dj
Nilai Akumu 1% 1 O/B
I atas Rp 10 milyar s/d Rp 50 milyar / Rp 700.000
“Nilai Akumu}a& Aset Tetap SKPD di O/B R
g atas Rp 50 milyar s /d Rp 100 milyar / P 800.000
1. Nilai Akumulasi Aset Tetap SKPD di O/B Rp 900.000
' Rp 100 milyar '
3. pembantu Pengurus barang SKPD .
a. Nilai Pagu dang SKPD sampai O/B Rp 250.000
dengan Rp 1 milyar
b Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 1 0O/B Rp 275.000
milyar s/d Rp 2,5 milyar
c. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 2,5 0O/B Rp 300.000
milvar s/d Rp S milyar
4. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 5 0O/B Rp 325.000
milyar s/d Rp 10 milyar
e. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 10 O/B Rp 350.000
milyar s/d Rp 50 milyar
f. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 50 0O/B Rp 400.000
milyar s/d Rp 100 milyar
g. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 100 0O/B Rp 450.000

iy, dan
da t

Pasal Il

*raturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

A .
Biar ??t{ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pellini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Di tetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 23 Mtk 2017

gkan (i Nanga Pinoh

Ageal 22 ™Mok 2017
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